[ SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

TENTANG DESA KARAKTER UNGGUL DAN PINTAR

(DESAKU PINTAR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

bahwa untuk lebih mengoptimalkan dan merealisasikan
seluruh program kegiatan pada Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan serta guna mendukung
terlaksananya Program Desa Karakter Unggul dan
Pintar (Desaku Pintar), perlu mengubah Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Desa
Karakter Unggul dan Pintar (Desaku Pintar) dengan
menetapkan dalam Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten di
Lingkungan Provinst Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2.

10.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem  Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 164, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4074), sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 232
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S038);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S063);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234},

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5S587)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentanng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 2 Tahun
2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 156);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016};

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor
4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 31 TAHUN
2018 TENTANG DESA KARAKTER, UNGGUL DAN
PINTAR (DESAKU PINTAR).

Pasal 1

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Desa
Karakter, Unggul dan Pintar (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2018 Nomor 32} pada Pasal 3, ayat (2}, huruf d diubah, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal3

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua program kerja
Pemerintah Daerah.

(2) Program kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dilaksanakan di desa/kelurahan sesuai dengan tatanan, antara
lain:

a. gerakan 1821;

pemberdayaan ekonomi pedesaan;

pusat pelayanan kesehatan;

pengembangan pendidikan literasi dan kearsipan;

po o



e. pariwisata, seni budaya dan olahraga;

f. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan terintegrasi

pengentasan kemiskinan;
g keluarga sadar hukum;
h. pelayanan publik;
1. kampung Lamongan Green and Clean (LGC);
J.  penguasaan dan pemahaman teknologi informasi.

(3) Pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur/Petunjuk Teknis masing-masing OPD.
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2019
Diundangkan di Lamongan

pada tanggal 31 Mei 2019 BUPATI LAMONGAN,
ttd.
SEKRETARIDAERAHKABUPATEN FADELI
LAMONGAN,
ttd.

YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
RAkﬁ:B{\GIAN HUKUM,

A




